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BUPATI MOROWALI UTARA 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA 

NOMOR 61 TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  MOROWALI UTARA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018;    

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan 

Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5414); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

SALINAN 
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 12); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2018. 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai 

berikut : 

a. Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp.   63.207.627.117,00 

2. Dana Perimbangan Rp. 817.048.831.000,00 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 119.250.038.445,00 

 Jumlah Pendapatan Rp. 999.506.496.562,00 

 

b. Belanja : 

1. Belanja Tidak Langsung 

a).  Belanja Pegawai Rp. 291.161.063.323,00 

b).  Belanja Bunga Rp.                         0,00 

c).  Belanja Subsidi Rp.                         0,00 

d).  Belanja Hibah Rp.     2.563.850.000,00 

e).  Belanja Bantuan Sosial Rp.        300.000.000,00 

f).  Belanja Bagi Hasil Rp.     1.809.320.000,00 

g).  Belanja Bantuan Keuangan Rp. 156.565.955.800,00 

h). Belanja Tidak Terduga Rp.     3.000.000.000,00 

                                                  Rp. 455.400.189.123,00 
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2. Belanja Langsung  

a).  Belanja Pegawai Rp.   47.214.751.383,00 

b).  Belanja Barang dan Jasa Rp. 230.741.889.541,00 

c).  Belanja Modal Rp. 325.961.401.215,00 

             Rp.  603.918.042.139,00 

             Jumlah Belanja    Rp.1.059.318.231.262,00 

             Surplus / (Defisit)    (Rp.    59.811.734.700,00) 

 

c. Pembiayaan : 

1. Penerimaan Rp.   64.911.734.700,00 

2. Pengeluaran Rp.     5.100.000.000,00 

                                              ----------------------------- (-) 

 Jumlah Pembiayaan Netto             Rp.   59.811.734.700,00 

             -------------------------- (-) 

      Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0 

 
 

Pasal 2 

 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I. 

 

Pasal 3 

 

Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II. 

 

Pasal 4 

 

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi belanja hibah yang 

diterima dan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan 

sosial yang diterima tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV. 

 

Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 6 

 

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten  

Morowali Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan 

APBD. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 
tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengeruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), mencakup: 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 
belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran 

berjalan; 
b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang 

bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN; dan 

c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

 

Pasal 7 
 

(1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dapat menggunakan belanja 
tidak terduga. 

(2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mencakup: 

a. bencana alam; 
b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; dan 
c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah 

yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 

(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria 

belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan 
cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja 
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

 
Pasal 8 

 
(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara 

langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga 
menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada 
SKPD teknis. 

(2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 
(3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan 

penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang 

berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD. 
(4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum 

perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan 

dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah 
Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

 

Pasal 9 
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Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 
Ketentuan Perundang-undangan.  

 
Pasal 10 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Morowali Utara. 
 

 

Ditetapkan di Kolonodale 
pada tanggal 29 Desember 2017 
18 September 2014 

BUPATI MOROWALI UTARA, 
 

TTD 
 

 

    APTRIPEL TUMIMOMOR 
 

Diundangkan di Kolonodale 

pada tanggal 29 Desember 2017 18 September  

 

     Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MOROWALI UTARA, 

 

     TTD 

 

         JAMALUDDIN SUDIN 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 61. 

 

Salinan sesuai dengan aslinya :  

            Kepala Bagian Hukum, 

 

 

             HELTAN RANSA, SH 

       NIP. 19680602 199503 1 003
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